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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkandenganhurufdalamtransliterasinisebagiandilambangkandengan huruf, 
sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain 
dilambangkandenganhurufdantandasekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan 





Huruf Latin Nama 
 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (a  ̇ Es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ح
Ha(dengan titik di 
bawah) 
 Kha Kh Kadan ha خ
 Dal D De د
 (al  ̇ Zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ya ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 
bawah) 
 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ





 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ..‟.. Apostrof ء
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal 
tunggalataumonoftongdan vokal rangkapataudiftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggalbahasa Arab yang 
lambangnyaberupatandaatauharkattransliterasinyasebagaiberikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 Dommah U U وْ 
 
b. VokalRangkap adalah vokal rangkapbahasa Arab yang 
lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf. 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  Fatḥahdanya Ai a dan i ي 
 Fatḥahdanwau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, 
transliterasinyaberupahurufdantanda. 
HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 






   Kasrahdanya ...ٍ..ى
i dangaris di 
bawah 
و....ُ  Dommahdanwau  ̅ 
u dan garis 
di atas 
 
3. Ta Marbutah 
Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 
kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang matiataumendapatharkatsukun, 
transliterasinyaadalah /h/. 
Kalaupadasuatu kata yang akhirkatanya ta marbutahdiikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta 
marbutahituditransliterasikandengan ha (h). 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddahatautasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkandengansebuah tanda, 
tandasyaddahatautandatasydid.Dalamtransliterasiinitandasyaddahtersebutdilambangkan
denganhuruf, yaituhuruf yang samadenganhuruf yang diberitandasyaddahitu. 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang .ال





a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh 
huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 
sesuai dengan bunyinya. 
c. Hamzah 
Dinyatakan didepanDaftarTransliterasi Arab-Latin 
bahwahamzahditransliterasikandenganapostrof.Namun, ituhanyaterletak di 
tengahdandiakhir kata.Bilahamzahitudiletakkandiawal kata, iatidak dilambangkan, 
karenadalamtulisan Arab berupaalif. 
d. Penulisan Kata 
Padadasarnyasetiap kata, baikfi’il, isim, maupunhuruf, ditulisterpisah.Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhuruf Arab yang 
sudahlazimdirangkaikandengankata lain karenaadahurufatau harakat yang 
dihilangkanmakadalamtranslitera sini penulisan kata 
tersebutbisadilakukandenganduacara: bisa dipisah perkata danbisa pula dirangkaikan. 
e. Huruf Kapital 
Meskipundalamsistem kata sandang yang diikutihuruftulisan Arab huruf 
kapital tidak dikenal, dalamtranslitera 





berlakudalam EYD, diantaranyahuruf kapital digunakanuntukmenuliskanhuruf awal, 
namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka yang 
ditulisdenganhuruf kapital tetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhuruf awal kata 
sandangnya. 
Penggunaanhurufawal kapital untuk Allah hanyaberlakudalamtulisan 
Arabnyamemanglengkapdemikiandankalau penulisanitudisatukandengan kata 
lainsehinggaadahurufatauharakat yang dihilangkan, huruf kapital tidakdipergunakan. 
6. Tajwid 




Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan 












Nama  : Supardi 
Nim  : 14 102 00075 
Judul : Rasionalitas dalam Menentukan Upah Minimum di Kabupaten Mandailing 
Natal. 
Masalah penelitian ini pada dasarnya adalah Rasionalitas dalam Menentukan Upah 
Minimum di Kabupaten Mandailing Natal. Rumusan masalah penelitian ini adalah Proses 
perumusan dalam menentukan upah minimum di kabupaten mandailing natal dan tinjauan 
Kompilasi Hukum Islam terhadap upah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
proses perumusan dalam menentukan upah minimum di kabupaten Mandailing Natal, dan 
untuk mengetahui upah minimum ditinjau dari hukum Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan alamiah. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian 
menggunakan studi lapangan yaitu (observasi wawancara dan dokumentasi) dan studi 
kepustakaan.Teknik pengelolaan dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap 
terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengelolahan analisis data. Data yang 
diolah kemudian dianalisis. Teknik keabsahan data penelitian ini adalah derajat kepercayaan, 
keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 
Hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini adalah proses perumusan dalam 
menentukan upah minimum di kabupaten mandailing natal, yaitu membentuk Dewan 
Pengupahan Kabupaten, dan melaksanakan rapat dengan Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat 
Pekerja, sehingga adanya kesepakatan dalam menentukan upah minimum dalam rapat 
tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, Pengusaha belum bisa memberikan upah yang sudah 
di tentukan terhadap Pekerja. Kemudian Rasionalitas dalam Menentukan Upah Minimum di 
Kabupaten Mandiling Natal sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena Kebutuhan Hidup 
Layak dalam Islam bagi pekerja telah memenuhi Kebutuhan Dharuriyat, Hajiyat, dan 
Tahsiniyat. Yakni Kebutuhan Dharuriyat adalah kebutuhan mendesak atau darurat, Untuk 
mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian yang bersifat sementara maupun permanen. 
Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dalam kebutuhan Hajiyat ini berupa perabot 
rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan Tahsiniyat adalah kebutuhan 
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A. Latar  Belakang Masalah 
Rasionalitas menurut para Ahli merupakan pola pikir untuk bertindak 
sesuai dengan nalar dan logika manusia. Dalam hal ini rasionalitas menentukan 
upah dilakukan tindakan dan pola pikir manusia yang bersungguh-sungguh agar 
mendapatkan upah yang layak bagi setiap pekerja yang bekerja pada instansi, baik 
dalam perusahaan maupun Pemerintahan. 
Menurut John Dewey, proses Rasionalitas dalam larutan rasional melalui 
pembentukan implikasi mengumpulkan bukti(data), memperkuat bukti tentang 
ide-ide ini dan menyimpulkan melalui kesaksian atau percobaan.
1
 Dalam 
melakukan keputusan yang rasional merupakan salah satu yang tidak hanya 
beralasan, tetapi juga dioptimalkan untuk mencapai suatu tujuan atau 
memecahkan masalah. 
Upah berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang 
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan termasuk 
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tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau 
jasa yang telah atau akan dilakukan”.
2
 
Aturan tentang Rasionalitas upah dengan upaya penyerapan tenaga kerja 
dan disesuaikan dengan hasil pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah pada 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu 
mengatur tentang penghitungan formula dan upah minimum untuk Provinsi, 
Kabupaten/kota, upah minimum sektoral, KHL (Kebutuhan Hidup Layak). 
Proses penentuan upah minimum ini masih terjadi perbedaan-perbedaan 
yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di masing-
masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, masing-masing wilayah 
daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditentukan berdasarkan 
wilayah Provinsi atau kabupaten/kota sektor pada wilayah Provinsi/Kota. 
Kebijkan ini selangkah lebih maju dari sebelumnya yang ditentukan berdasarkan 
subsektoral,sektoral,subregional, dan regional. 
Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh 
para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di 
dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak 
di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Secara 
umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja keluarganya dan 
perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan 
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untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasi untuk 
peningkatan produktivitas. Bagi Perusahaan, upah merupakan salah satu 
komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang 
dihasilkan. Maka perusahaanberusaha untuk menekankan upah tersebut sampai 
pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. 
Sedangkan bagi Pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan 
peningkatan kesejahteraan. 
Menentukan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para 
pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun beberapa 
kajian telah menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya 
berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, 
tetapi juga berdampak seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah 
minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan 
penyerapantenaga kerja. 
Berdasarkan bunyi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 88 
ayat 1 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”  maksud dari 
penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil 
pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan 





perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
3
Untuk itu 
Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah provinsi, dan 
oleh bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan 
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. 
Upah minimum ditetapkan atas kesepakatan pemerintah, pengusaha, 
pekerja /buruh, pakar dan akademisi, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 
pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan agar tidak terjadi penetapan upah yang bersifat pribadi. 
Kebijakan Penentuan upah minimum dalam rangka perlindungan upah ini 
masih ditemukan banyak kendala, karena sampai saat ini belum adanya 
keseragaman upah baik secara provinsi/kabupaten maupun secara nasional. 
Karena proses penentuan upah ini diupayakan secara sistematis, terutama 
perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, dan taraf hidup minimalnya, 
karena masih terjadi perbedaan yang didasarkan tingkat kemampuan, sifat dan 
jenis pekerjaan di masing-masing perusahaan.
4
 
Pemerintah Indonesia selalu mengubah-ubah kebijakan 
ketenagakerjaannya terutama menyangkut penanganan pengupahan. Kebijakan 
penentuan upah minimum di dasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), 
yang kemudian berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), lalu 
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sekarang namanya menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
5
Seperti yang telah 
diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Sementara kaitannya dengan Kebutuhan HidupLayak 
dapat dilihat dari Pasal 88 ayat (1)  undang-undang yang sama yang menegaskan 
bahwa “setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
6
 
Terhadap kebijakan upah tersebut, tentunya pemerintah tidak hanya 
memandang pentingnya pengupahan pekerja bagi peningkatan kesejahteraannya, 
tetapi juga harus memperhatikan beberapa aspek hukum yang mendasari 
bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan ini, misalnya tidak hanya 
menyangkut aspek teknis dana aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum 
yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu 
dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku. Oleh karena itu.Untuk menangani pengupahan secara professional 
mutlak memerlukan pemahaman secara komprehensif. 
Menentukan upah minimum bagi pekerja adalah salah satu persoalan 
penting dalam ketenagakerjaan di Indonesia sampai sekarang.Karena hal itu tidak 
dihitung dengan mekanisme atau system yang jelas.Dalam menentukan upah 
minimal pekerja di kabupaten di dasarkan padaKebutuhan Hidup Layak. 
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Upah dalam islam yaitu al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru, yang arti 
menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan 
upah. Menurut MA.Tihami, al-ijarah(sewa-menyewa) ialah akad(perjanjian) yang 
berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu)tertentu, sehingga 
sesuatu itu legal umtuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran 
(sewa) tertentu. 
Upah Minimum dalam islam yaitu dengan memberikan perhatian dalam 
melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh 
pengusaha. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak 
perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokok hidup, 
termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja 
memperoleh kebutuhan yang layak. 
 Kebutuhan pokok ini dapat disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam 
surah Thaha ayat 118-119 yaitu: 
                                 
Artinya :”Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan    
telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) 
akan ditimpa panas matahari di dalamnya".
7
 
Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang 
terkandung tidak sekedar kebutuhan lahir saja. Tetapi mereka harus mendapatkan 
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Pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga apabila upah dikaitkan 
dengan apa yang telah difasilitaskan atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah 
sangat tidak tepat karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan 
yang layak menurut ukuran masyarakat.
8
 
Penentuan upah, menurut Yusuf al-qardhawi ada dua hal yang perlu 
diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan 
penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik 
atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus 
diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh. 
Melihat beberapa deskripsi tersebut jika dilihat dari Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) Mandailing Natal berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera 
Utara nomor:188.44/575/KPTS/Tahun 2017, dimana pada SK UMP sebesar Rp. 
2.296.250,00 per bulan. 
Permasalahan yang muncul dalam kebijakan menentukan UMK yang 
diputuskan tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
menjelaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan rekomendasi 
Dewan Pengupahan Kota. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan lain yang 
diputuskan dalam penetapan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten. 
Hal ini dibutuhkan perumusan Menentukan upah minimum kabupaten,  
apakah ada kesepakatan antara Pemerintah, Perusahaan, Pekerja, Pakar, dan 
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Akademisi  dalam menentukan upah minimum Kabupaten Mandailing Natal, dan 
apakah sesuai dengan kebutuhan para pekerja. 
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkaji dan meneliti dalam 
bentuk Skripsi dengn judul “RASIONALITAS DALAM MENENTUKAN 
UPAH MINIMUM DI KABUPATEN MANDAILING NATAL” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalahnya adalah: 
1. Bagaimana Proses Perumusan dalam menentukan upah minimum di 
kabupaten Mandailing Natal? 
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Upah? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan  proses perumusan menentukan upah minimum di 
kabupaten Mandailing Natal. 
b. Untuk mengetahui upah minimum yang ditinjau dalam Kompilasi  Hukum  
Islam 
2.   Kegunaan Penelitian 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba 
sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dan 





b. Penelitian bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi masyarakat dalam  
penetapan upah pekerja yang efektif dan produktif, yang kemudian dapat 
meningkatkan kelayakan hidup para pekerja, dan dengan ini dapat 
memberikan keadilan dalam pemberian upah agar tidak terjadi 
diskriminasi yang sering terjadi antara pengusaha dengan pekerja. 
c. Bahan pertimbangan kepada  peneliti lain yang memiliki keinginan untuk 
membahas topik permasalahan yang sama. 
d. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang di butuhkan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari’ah pada 
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 
D. Batasan Istilah 
1. Upah Minimum yaitu: suatu standar minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di 
dalam lingkungan usaha atau kerjanya; 
2. Rasionalitas yaitu: pola pikir untuk bertindak sesuai dengan nalar dan logika 
manusia. Dalam hal ini rasionalitas menentukan upah dilakukan tindakan 
dan pola pikir manusia yang bersungguh-sungguh agar mendapatkan upah 
yang layak bagi setiap pekerja yang bekerja pada instansi, baik dalam 
perusahaan maupun pemerintahan. 
3. Dewan Pengupahan Kabupaten yaitu: yang menentukan upah minimum 
kabupaten berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan 





E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap proposal ini, peneliti 
mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut: 
Bab I: Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, 
Kajian Terdahulu, Metode Penelitian 
Bab II: Landasan Teori, yang terdiri dari: Upah Minimum Kabupaten, 
Pengrtian upah, Pengertian Upah Minimum Kabupaten, Landasan upah 
Minimum, Komponen Upah Minimum, danUpah Minimum menurut Hukum 
Islam. 
Bab III:Metodologi Penelitian yang terdiri: Lokasi Penelitian dan Waktu 
Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Terhnik 
Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data, Sistematika Pembahasan. 
Bab IV: Data Geografis dan hasil penelitian terhadap Rasionalitas dalam 
menentukan Upah di Kabupaten Mandailing Natal 








A. Upah Minimum Kabupaten 
Pada prinsipnya system menentukan upah umum dilakukan untuk mengurangi 
eksploitasi terhadap buruh/pekerja.Menentukan Upah Minimum Kabupaten merupakan 
kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh.Namun 
sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang upah itu sendiri. 
1. Pengertian Upah 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah disebutkan bahwa upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari 
pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan jasa atau yang telah atau akan 
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 
persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan 
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk 
tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. 
Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu 
hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan 
tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan 





pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) telah ditentukan 
landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian 
maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-
jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar.
1
 
Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh 
selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut 
pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah 
yakni: 
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.”
2
 
Dari pengertian diatas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan 
berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai 
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upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan 
standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah lazim 
disebut upah minimum atau dalam era otonomi daerah seperti sekarang upah 
minimum kabupaten/kota. 
Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan 
berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menentukan upah 
tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk 
pekerjaan yang sama nilainya. 
Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, 
upah merupakan hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sedemikian rupa 
sehingga merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh. Oleh 




a. Upah Minimum; 
b. Upah kerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar 
pekerjaannya; 
e. Upah untuk menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
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f. Bentuk dan cara potongan upah; 
g. Denda dan potongan upah; 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan upah; 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
Berkaitan dengan pengertian upah, Nurimansyah Hasibuan menyatakan, 
“Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima 
buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka 
waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”.
4
 
Dalam hukum pengupahan, kita mengenal beberapa macam 
pengupahan, supaya kita dapat mengerti sampai dimana batas-batas sesuatu 
upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar, maka seyogyanya kita 
mengetahui terlebih dahulu beberapa tentang upah tersebut. 




“Upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi 
kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan 
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kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang telah ditetapkan menurut 
suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja dan pemberi kerja dan 
penerima kerja” 
Upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang merupakan 
pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para 
buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak 
pengusaha. Di samping itu, pengertian atau pemahaman upah berbeda-beda 
bagi pengusaha, organisasi pekerja/buruh dan pekerja/buruhnya sendiri. 
Menurut G. Reynold, pengertian upah adalah sebagai berikut:
6
 
“Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan 
serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak menjadi terlalu 
tinggi agar keuntungan menjadi lebih tinggi. Bagi organisasi 
pekerja/buruh upah adalah obyek yang menjadi perhatiannya untuk 
dirundingkan dengan pengusaha agar dinaikkan. Bagi pekerja/buruh 
upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu, atau 
lebih penting lagi adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia 
beli dari jumlah upah itu. 
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2. Pengertian Upah Minimum Kabupaten 
Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkam kebutuhan hidup 
layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Upah minimum dapat terbagi atas; 
a. Upah minumum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 
“Besar upah ini untuk tiap wilayah provinsi atau kabupaten/kota 
tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Di 
daerah yang bersangkutan. Kebutuhan hidup layak adalah standar 
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang pekerja/buruh lajang 
untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik, dan sosial. 
Setiap kabupaten/kota tidak boleh menetapkan upah minimum 
dibawah upah minimum provinsi yang bersangkutan”. 
b. Upah minimum berdasarkan sektor/sub sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota. 
“Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kelompok usaha 
tertentu misalnya kelompok usaha manufaktur dan non manufaktur. 
Upah minimum sektoral ini tidak boleh lebih rendah dari upah 
minimum di daerah yang bersangkutan”. 
Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 





Pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh dibawah upah minimum 
daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja/buruh 
yang sedang dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan pertama. Bagi 
pekerja/buruh yang masih berada dalam masa latihan kerja (training) dapat 
diberi upah dibawahj upah minimum tetapi jumlahnya tidak boleh kurang dari 
80% (delapan puluh perseratus) dari upah minimum dengan ketentuan latihan 
tersebut diadakan secara tersendiri tidak dalam rangka proses produksi dan 
hasil produksi dari latihan (training) tidak dianggap sebagai hasil produksi 
dan tidak dijual bersama-sama hasil produksi lain. Apabila latihan (training) 
dilakukan dengan proses produksi dan hasil produksinya disamakan dengan 
hasil produksi biasa, maka terhadap pekerja/buruh dalam masa latihan kerja 
tersebut harus diberi upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimal yang 
berlaku. 
Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yamg telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
03/MEN/1997 tentang upah minimum adalah upah pokok sudah termasuk yang 
didalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. 





1) Upah minimum sub sektoral adalah upah minimum yang berlaku 
untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah 
tertentu. 
2) Upah minimum sektoral regional adalah upah minimum yang 
berlaku untuk semua perusahan pada sektor tertentu dalam daerah 
tertentu. 
3) Upah minimum regional adalah upah yang berlaku untuk semua 
perusahaan dalam daerah tertentu. 
Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali pengusaha 
yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dikecualikan dari 
kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri 
Tenaga Kerja disertai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja 
setempat. Berdasarkan permohonan  tersebut Menteri Tenaga kKerja dapat 
menangguhkan upah minimum paling lama 12 bulan. 
Upah Minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 
merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional 
maupun subsektoral.Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan 
tunjangan. 
Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri 





minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk 
tunjangan tetap. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 
jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-
226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:
7
 
a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam 
satu wilayah Provinsi. 
b. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah 
kabupaten/kota. 
Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah mekanisme penetapan 




a. Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 
berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial 
Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil Depnaker setempat; 
b. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP/Upah Minimum Sektoral/Kota 
(UMSK) atas kesepakatan Organisasi Pengusaha dan serikat pekerja /serikat 
buruh. 
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Menentukan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan 
(Pasal 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999.
9
 
a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); 
b. Indeks Harga Konsumen (IHK); 
c. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan; 
d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 
e. Kondisi pasar kerja; dan 
f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Kep-226/Men/2000, dalam pelaksanaan upah minimum perlu memperhatikan 
hal: 
a. Besarnya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum 
Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) minimal 5% lebih besar dari Upah 
Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.(Pasal 5). 
b. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upaah Minimum 
Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
c. Upah Minimum berlaku untuk semua status pekerja, baik tetap, tidak tetap 
maupun percobaan (Pasal 14 ayat 1) 







Sedangkan Upah Pokok Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1989 yang telah dirubah dengan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men,1996 jo. Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1997 tentang upah minimum adalah upah pokok 
sudah termasuk di dalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. 
Di samping defenisi diatas, maka DPP FBSI (position paper, Agustus 
1983) menetapkan defenisi upah minimum sebagai upah permulaanyang 
diterima oleh seorang pekerja/buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara minimal. 
Berdasarkan defenisi diatas terlihat dua unsure penting, yaitu:
10
 
a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus di terima oleh 
pekerja/buruh pada pertama kali dia diterima bekerja. 
b. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup 
pekerja/buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, dan 
keperluan rumah tangga. 
Sehingga dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) 
merupakan terendah yang berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota 
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 
3. Ketentuan Pembayaran Upah 
                                                          
10
Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia.(Yogyakarta: 





Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur 
sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan 
kerja.Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak bolrh diskriminasi antara 
pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Undang-undang 
No. 80 Tahun 1957)yang merupakan ratifikasi ILO No. 100 Tahun 1951. 
Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan 
(Pasal 93 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah), prinsip 
ini dikenal dengan asas “no work no pay”, asas ini tidak berlaku mutlak, 
maksudnya dapat dikesampingi dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain  
pekerja tetap mendapatkan upah meskipun tudak dapat melakukan kerja. 
Adapun penyimpangan terhadap asas “no pay no way” ini adalah 
1) Pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
2) Pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan 
kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
3) Pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh 
menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri 
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak 
atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga 





4) Pekerja atau buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena 
sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 
5) Pekerja atau buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena  
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
6) Pekerjaan atau buruh melaksanakan hak istirahat; 
7) Pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh 
atas persetujuan pengusaha. 
Upah mempunyai kedudukan yang strategis, dalam hal perusahaan 
dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh utang yang di 
dahulukan pembayarannya. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan 
segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)  tahun sejak timbulnya hak (Pasal 96). 
4. Landasan Umum Upah Minimum Kabupaten 
Secara umum peraturan tentang Upah Minimum Kabupaten telah diatur 
dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 jo. Keputusan 






Upah harus benar-benar merupakan penerimaan buruh untuk 
menghidupi dirinya sendiri (bagi yang bujangan) atau bersama keluarganya, 
dan agar diberikan tepat pada waktunya. 
5. Teori Dalam Upah Minimum Kabupaten 
Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya 
distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, 
maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh 
yang telah berjalan dalam perusahaan. Kekuatan serikat buruh yang cenderung 
memaksimalkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendeskriminasi 
pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. 
Dalam teori tentang upah minimum yaitu Teori Upah Etika, dalam teori 
ini, yang dipersoalkan sebenarnya bukanlah berapa besarnya upah yang 
diterima pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa jauh upah tersebut mampu 
mencukupi segala keperluan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya. 
6. Komponen Upah Minimum 
Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal tidak 
melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.Imbalan/ Penghasilan 
yang diterima oleh pekerja/buruh tidak selamanya disebut upah, karena bisa 





Tenaga Kerja Nomor 07/Men/1990 tentang pengelompokan komponen upah 
dan pendapatan non upah adalah:
11
 
1. Termasuk Komponen Upah 
a. Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang diberikan kepada buruh 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya di tetapkan 
berdasarkan perjanjian; 
b. Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang terakhir berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya Yang 
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, 
tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan, 
tunjangan makan, tunjangan transport, dapat dimasukkan dalam 
tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh 
dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan 
kehadiran pekerja/buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayarnya 
upah pokok; 
c. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun 
tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh dan keluarga serta 
dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 
2. Tidak Termasuk Komponen upah 
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a. Fasilitas, merupakan kenikmatan dalam bentuk nyata karena hak-hal yang 
bersifat khusus/untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sepertifasilitas 
antar jemput, pemberian makanan secara cuma-Cuma, sarana ibadah, 
tempat penitipan bayi, kopersi, kantin dan sejenisnya; 
b. THR (Tunjangan Hari Raya), dan pembagian keuntungan lainnya. 
Berdasarkan acuan diatas secara teoritis, ada 3 komponen yang 
dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum: (1) Kebutuhan Fisik 




Komponen Upah Minimum adalah kebutuhan pokok dari seseorang 
yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat 
menjalankan fungsinya sebagai salah satu factor produksi.Kebutuhan ini 
merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun 
segi kualitas, barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan 
yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi. 
Departemen Tenaga Kerja dan Dewan Penelitian pengupahan di daerah 
melalui aparatnya setiap tiga bulan dihitung Kebutuhan Fisik Minimum 
seorang Pekerja Lajang (PL), keluarga dan dua orang anak(K2), dan keluarga 
tiga orang anak (K3) per bulan. Komponen kebutuhan fisik minimum tersebut 
dapat digolongkan dalam lima kelompok: 
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a. Kelompok makanan dan minuman terdiri dari beras, daging, ikan, sayur-
sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ubi, minyak goreng, cabai, 
bawang, gula, garam, teh dan kopi; 
b. Kelompok bahan bakar dan penerangan terdiri dari kayu bakar, atau minyak 
tanah, lampu teplok, dan air minum; 
c. Kelompok Perumahan dan peralatan terdiri dari sewa rumah, tempat tidur, 
bantal, piring, gelas minum, ceret, periuk, wajan, panic, sendok, dan garpu. 
d. Kelompok pakaian terdiri dari bahan celana atau rok, kemeja, baju, kaos, 
kain sarung, celana dalam, peci, handuk, sepatu, sandal, dan sabun cuci. 
Untuk yang berkeluarga ditambah kain, kebaya panjang. 
e. Kelompok lain-lain mencakup Transportasi, rekreasi, obat-obatan, 
pendidikan dan bacaan. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pemerintah telah 
mengembangkan penerapan upah minimum.Sasarannya adalah supaya upah 
minimum itu paling sedikit cukup menutupi kebutuhan hidup minimum pekerja 
dan keluarganya. Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum 
adalah: (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari sutu 
tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas kerja pekerja. 





Pengusaha harus mempekerjakan buruh/pekerja sesuai dengan waktu 
kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, jika 
melebihi ketentuan tersebut harus dihitung atau dibayar lembur. 
Cara penghitungan upah lembur telah ditetapkan dalam Keputusa 
Menteri Tenaga Kerja No. Kep-72/MEN/1984 tentang dasar perhitungan upah 
lembur yakni sebagai berikut. 
1) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari biasa: 
a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu 
setengah) kali upah sejam; 
b. Untuk tiap jam kerja berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 
(dua) kali upah sejam. 
2) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan 
dan/atau hari raya resmi: 
a. Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada 
salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus 
dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam; 
b. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) 





dari salah satu dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus 
dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam. 
Upah sejam dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
a. Upah sejam bagi pekerja bulanan 1/173 upah sebulan; 
b. Upah sejam bagi pekerja harian 2/20 upah sehari 
c. Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan 1/7 rata-rata 
hasil kerja sehari. 
Komponen upah untuk dasar perhitungan upah lembur terdiri atas, upah 
pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, nilai pemberian catu untuk 
karyawan sendiri. 
Adanya kesepakatan antara Pemerintah, perusahaan dan pekerja terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 
88 – 98 menjelaskan bahwa proses menentukan pengupahan haruslah 
ditentukan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/buruh. 
Sebelum menentukan upah minimum kabupaten adakalanya melihat 
dalam menentukan upah Minimum Provinsi, adapun Upah Minimum Provinsi 
adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu 





Minimum Regional Tingkat I.
13
 Dasar hukum menentukan UMP adalah 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 
tentang upah Minimum. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan 
memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan. 
Menentukan Upah Minimum Provinsi dilaksanakan setiap Tahun 
melalui Proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) 
yang terdiri dari Birokrat ,akademisi, buruh, dan Pengusaha mengadakan rapat, 
dan membentuk Tim Survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga 
sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh. 
Setelah survey di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yng dianggap 
refresentatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL), DPD 
mengusulkan upah minimum Provinsi kepada Gubernur untuk disahkan. 
Sedangkan Menentukan Upah Minimum Kabupaten dilakukan sesuai 
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 
2000 tentang Upah Minimum dijelaskan  bahwa upah minimum dapat 
ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur, berdasar 
masukan dari Dewan Pengupahan yang berasal dari suatu proses penetapan 
upah minimum yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur 
pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah dalam menentukan Kebutuhan 
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Hidup Layak atas dasar komponen-komponen penentuan upah minimum. Upah 
minimum dikenal setelah adanya otonomi daerah yang berlaku penuh. 
Sedangkan Kenyataannya dalam Pengupahan pekerja/buruh tidak 
rasional ataupun tidak sesuai dengan upah minimum yang ditentukan, seperti 
halnya yang bekerja di perusahaan Pertamina (SPBU) di desa simangambat, 
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa pekerja tersebut yang 
bernama Musthafa Hasibuan, yang menjelaskan bahwa upah yang diterima 
beliau tidak sesuai dengan upah yang ditentukan. Selain itu, pada pekerja 
kebersihan yang datang sekali seminggu untuk mengangkut sampah, Pekerja 
tersebut bernama Ahmad Faisal beralamat di desa Kayu Jati Panyabungan, 
bekerja di Dinas Kebersihan. Setelah di wawancarai pekerja tersebut juga 
mendapatkan upah tidak sesuai dengan yang di tentukan.   
8. Standar Kebutuhan Hidup Layak 
1. Pengertian Kebutuhan Hidup Layak 
Kebutuhan Hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus 
dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik 
secara fisik, non fisik  dan social untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. 
2. Standar Kebutuhan Hidup Layak 
Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 





dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.17 Tahun 2005 tentang 
Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 direvisi oleh 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Penghitungan KHL. 
Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 menjadi 60 jenis KHL dalam Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012. Penambahan baru sebagai 
berikut: 
1) Ikat pinggang 
2) Kaos kaki 
3) Deodorant 100 ml/g 
4) Setrika 250 watt 
5) Rice cooker ukuran ½ Liter 
6) Celana pendek 
7) Pisau dapur 
8) Semir dan sikat sepatu 
9) Rak piring portable plastic 
10) Sabun cuci piring (colek) 500 gr perbulan 







14) Cermin 30 x 50 cm 
Selain penambahan 14 jenis baru KHL tersebut, juga terdapat 
penyesuaian/ penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan 
jenis kebutuhan. 
3. Komponen Standar KHL 
Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu: 
d. Makanan dan minuman (11 items) 
e. Sandang (13 items) 
f. Perumahan (26 items) 
g. Pendidikan (2 items) 
h. Kesehatan (5 items) 
i. Transportasi (1 items) 
Selanjutnya Komponen-Komponen standar Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.  13 Tahun 2012 : 
No Komponen Kualitas/Kriteria Jumlah Kebutuhan 
I Makanan dan Minuman   
1 Beras Sedang Sedang 10 kg 





 a. Daging Sedang 0,75 kg 
 b. Ikan Segar Baik 1,2 kg 
 c. Telur Ayam Telur Ayam Ras 1 kg 
3 Kacang-kacangan: Tempe/tahu Baik 4,5 kg 
4 Susu Bubuk Sedang 0,9 kg 
5 Gula Pasir Sedang 3 kg 
6 Minyak goring Curah 2 kg 
7 Sayuran  Baik 7,2 kg 
8 Buah-buahan (pisang/papaya) Baik 7,5 kg 
9 Karbohidrat lain (Tepung terigu) Sedang 3 kg 
10 Teh atau Kopi Celup/sachet 2 dus isi 25=75gr 
11 Bumbu-bumbuan Nilai 1 s/d 10 15% 
    
II Sandang   
12 Celana panjang/rok/pakaian 
muslim 
Katun/sedang 6/12 potong 
13 Celana Pendek Katun/sedang 2/12 potong 




15 Kemeja lengan pendek/blouse Setara katun 6/12 potong 
16 Kaos oblong/pakaian dalam Sedang 6/12 potong 
17 Celana dalam Sedang 6/12 potong 
18 Sarung/kain panjang Sedang 1/12 helai 
19 Sepatu  Kulit sintetis 2/12 pasang 




21 Perlengkapan pembersih sepatu   
 a. Semir sepatu Sedang 6/12 buah 
 b. Sikat sepatu Sedang 1/12 buah 
22 Sandal jepit Karet 2/12 pasang 
23 Handuk  100 cm x 60 cm 2/12 potong 
24 Perlengkapan ibadah   
 a. Sajadah Sedang 1/12 potong 
 b. Mukenah Sedang 1/12 potong 
 c. Peci  Sedang 1/12 potong 
III Perumahan   







26 Dipan/tempat tidur No. 3 polos 1/48 buah 
27 Perlengkapan tidur   
 a. Kasur busa Busa 2/36 buah 
 b. Bantal busa Busa 2/36 buah 
28 Sprei dan sarung bantal Katun 2/12 set 
29 Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1/48 set 
30 Lemari pakaian Kayu sedang 1/48 buah 
31 Sapu Ijuk sedang 2/12 buah 
32 Perlengkapan makan   
 a. Piring makan Polos 3/12 buah 
 b. Gelas minum Polos 3/12 buah 
 c. Sendok garpu Sedang 3/12 pasang 
33 Ceret aluminium Ukuran 25 cm 1/24 buah 
34 Wajan aluminium Ukuran 32 cm 1/24 buah 
35 Panci aluminium Ukuran 32 cm 2/12 buah 
36 Sendok masak Aluminium 1/12 buah 
37 Rice cooker ukuran ½ liter 350 watt 1/48 buah 
38 Kompor dan perlengkapannya   
 a. Kompor 1 tungku SNI 1/24 buah 
 b. Selang dan regulator SNI 10 liter 
 c. Tabung gas 3 kg Pertamina 1/60 buah 
39 Gas elpiji 3 kg 2 tabung 
40 Gayung plastik Sedang 2/12 buah 
41 Ember plastik Isi 20 liter 1/12 buah 
42 Listrik 900 watt 1 bulan 
43 Bola lampu hemat energi 14 watt 3/12 buah 
44 Air bersih  Standard PAM 2 meter kubik 
45 Sabun cuci pakaian Cream/deterjen 1,5 kg 
46 Sabun cuci piring 500 gr 1 buah 





48 Rak portable plastic Sedang 1/24 buah 
49 Pisau dapur Sedang 1/36 buah 
50 Cermin  30 x 50 cm 1/36 buah 
IV Pendidikan   
51 Bacaan/radio Tabloid/4 band 4 buah 
52 Ballpoint/pensil Sedang 6/12 buah 
V Kesehatan   
53 Sarana Kesehatan 80 gram 1 tube 
 a. Pasta gigi 80 gram 2 buah 
 b. Sabun mandi Produk local 3/12 buah 
 c. Shampoo  Produk local 1 botol 100 ml 
 d. Pembalut/alat cukur Isi 10 1 dus/set 
54 Deodorant 100 ml/g 6/12 botol 
55 Obat anti nyamuk Bakar 3 dus 
56 Potong rambut Ditukang 
cukur/salon 
6/12 kali 
57 Sisir  Biasa 2/12 buah 
VI Transportasi    
58 Transportasi kerja dan lainnya Angkutan umum 30 hari (PP) 
 
Dalam mekanisme proses menentukan Upah Minimum berdasarkan standar 
KHL yaitu  Ketua Dewan Penguhan Kabupaten membentuk tim survei yang 
anggotanya terdiri dari unsur tripartite: perwakilan serikat pekerja, Pengusaha, 
Pemerintah, dan Pihak netral dan Akademisi. Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen 





melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan 
diserahkan kepada Gubernur. 
Berdasarkan nilai harga survey KHL tersebut, Dewan Pengupahan juga 
mempertimbangkan factor lain yaitu Produktifitas, Pertumbuhan Ekonomi, Usaha 
yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/ pertimbangan dari Dewan 
Pengupahan Kabupaten.. 
B. Upah Menurut Hukum Islam 
Upah dalam bahasa Arab al-ujrah.Dari segi bahasa al-ajru yang berarti 
‘iwad(ganti), oleh sebab itu al-aswab(pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). 
Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atau manfaat suatu pekerjaan. 
Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah al-ujrah yang terkait dengan 
upah kerja. Jadi yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yng 
diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. 
Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan 
pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti factor produksi lainnya, tenaga 
kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang 
dibayar atas jasanya dalam produksi.
14
 
Upah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: 
- Upah yang sepadan (ujrah al-misli) 
- Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma) 
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Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma) itu syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang 
melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang disebutkan 
diatas, sedangkan Upah yang sepadan (ujrah al-misli)adalah upah yang sepadan dengan 




Konteks di Negara kita upah yang sepadan (ujrah al-misli) itu sama dengan 
UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah 
tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda 
yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan 
kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh 
tingkat perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional yang 
berlaku di daerah tersebut. 
Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa menentukan upah kaum buruh/pekerja 
harus adanya campur tangan Negara, tugas Negara menurut islam tidak hanya terbatas 
pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus 
menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan 
menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga 
masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong. 
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Dalam Al-qur’an, defenisi upah tidak tercantum secara jelas. Namun 
pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah 
SWT dalam surah At-Taubah (ayat 105): 
                          
                 
Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
16
 
Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini. Quraish Shihab menjelaskan 
dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut: 
“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh 
dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah 
akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. 
Tafsiran yang dikemukakan Quraish Shihab adalah bahwa Allah 
memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita. Karena 
Sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikan-Nya kepada 
kita apa yang kita kerjakan. Inti dari penafsiran tersebut adalah perintah Allah untuk 
bekerja bagi diri kita dan adanya timbal balik atas pekerjaan yang dilakukan. 
C. Prinsip-Prinsip Pengupahan 
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Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan 
menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha.Dalam hal ini 
ada dua hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, dan 
kelayakan. 
a. Prinsip Keadilan 
Seorang Pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan 
menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang 
paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian 
yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. 
Upah kerja Minimum dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup 
lingkungan masyarakat sekitar.Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang 
dengan jasa yang diberikan pekerja/buruh. 
Dalam hal ini, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam 
pemberian upah pada buruh yaitu: 1) keadilan Distributif menuntut agr para buruh yang 
mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, 
Al-Qur’an memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan 
perorangan dan keluarganya, 2) keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk 
memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh 
hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. 





                             
                                
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu    
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” 
 
b. Prinsip Kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup ini memenuhi kebutuhan hidup 
minimum secara layak adapun layak mempunyai makna sebagai berikut: 
1. Layak bermakna cukup pangan,sandang, dan papan. 
Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Pangan 
(Makanan), Sandang (Pakaian), dan Papan (Tempat Tinggal). 
2. Layak sesuai dengan pasaran, dalam Firman Allah SWT pada Surah As-Syuara 
26:183 yaitu: 
                        
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Ayat tersebut bermakna bahwa jangan lah seseorang merugikan orang lain, dengan 
cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih 
jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorng jauh di 
bawah upah yang biasanya diberikan. 
D. Standar Kebutuhan Hidup Menurut Hukum Islam 
Menurut Imam Al-Ghazali meruuskan bahwa ada tiga alasan mengapa 
seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan 
hidup yang bersangkutan. Kedua, mensejahterakan keluarga,, Ketiga, membantu orang 
lain yang membutuhkan. 
Selanjutnya tingkat kebutuhan manusia itu dalam pandangan Islam juga 
diklasifikasikan menjadi kebutuhan: 
a. Dharuriyat 
Dari segi bahasa Dharuriyat dapat diartikan sebagai kebutuhan 
mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyat, apabila 
kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat 
manusia di dunia maupun di akhirat.
18
 
Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian yang 
bersifat sementara maupun permanen. 
b. Hajiyat 
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Hajiyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hajiyat 
adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa 
dan terhindar dari masyaqqah (kesulitan). Untuk menghilangkan kesulitan 
tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu untuk 




Dalam memenuhi kebutuhan Hajiyat ini  agar tidak mengalami kesulitan 
atau kesempitan maka dibutuhkan perabot rumah tangga, kendaraan, alat 
komunikasi, dan lain-lain. 
c. Tahsiniyat 
Tahsiniyat secara bahasa hal-hal penyempurna artinya kebutuhan yang 
bersifat penyempurna (membaguskan). Tingkat kebutuhan ini berupa 
kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak 
mengancam dan menimbulkan kesulitan.
20
 Keberadaannya dikehendaki 
untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.
21
 
Dalam bidang Muamalah, Islam melarang perbuatan boros, kikir, 
monopoli, dan lain-lain. Adapun sesuatu yang bersifat pelengkap dan 
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mendatangkan keindahan jika dapat dipenuhi manusia, seperti memakai 



















A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian  mempunyai  tujuan  untuk  dapat  mengungkapkan  kebenaran 
secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode mempunyai arti sesuai  
dengan  metode  atau  cara  tertentu  yang  merupakan  pedoman  untuk  dapat  
memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam hal mengenai suatu gejala  
yang merupakan  cara untuk dapat memahami obyek  yang menjadi sasaran dari  
ilmu pengetahuan yang bersangkutan.   
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,  metode penelitian adalah    
1.  Suatu  tipe  pemikiran  yang  dipergunakan  dalam  penelitian.   
2.  Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.   
3.  Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur
1
 
Metode  penelitian  merupakan  unsur  penting  yang  harus  terdapat  
dalam  penelitian.  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, yang 
beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing 
Natal. 
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Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. 
Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. 
Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi 
atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan 
berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan sampel 
yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. 
Untuk menentuka ninforman sebagai sumberi nformasi dari penelitian  ini  
informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-
syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan SubarsimiAdikunto, yaitu; 
1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik 
yang merupakan ciri-ciri populasi. 
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling 
banyak mengandungciri-ciri yang dalam populasi. 




D. Jenis Penelitian  
Rancangan yang digunakan untuk mengatur penelitian sehingga 
penelitian memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan 
penelitian. Peneliti melakukan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian lapangan 
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atau penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan atau 
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum 
lainnya dan melihat fenomena hukum atau fakta sosial yang terdapat dalam 
masyarakat. 
E. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data 
primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan 
dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian 
kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan 
sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. 
F. Instrumen Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 
Empiris atau lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
penelitian langsung diKantor Dinas Tenaga Kerja di Kantor Bupati Lama 
PanyabunganKab. Mandailing Nataldenganobjekpenelitian yang jelas. 
Instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah   dalam 
menentukan upah minimum dengan melakukan wawancara dan dokumentasi 
kepada pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam menentukan upah 
minimum pada Kantor Dinas Tenaga Kerja di Kantor Bupati Lama Panyabungan 
Kab. Mandailing Natal, untuk melengkapi data sekunder. 






Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data 
(mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga 
penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam 
penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan. 
H. Analisis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan 
mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui 
wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, 
jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efesien dan sempurna 
sesuai dengan yang diharapkan.  
Metode analisis yang dipakai adalah Deskriprif kualitatif, yaitu analisa 
yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal 
sering juga disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, 
Indonesia. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini 
termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah 
Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, 
secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.
1
 









10’ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0 - 2.145 
m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ±6.620,70 km
2
 
atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara Kabupaten Tapanuli Selatan 
Sebelah Selatan Kabupaten Pasaman 
Sebelah Barat Samudera Indonesia 
Sebelah Timur Kabupaten Pasaman Barat 
 
                                                          
1





Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal yang setiap 
tahunnya mengalami peningkatan akan berakibat pada peningkatan jumlah angkatan 
kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja ini tanpa diikuti perluasan dan penciptaan 
tenaga kerja dalam sektor akan berpengaruh pada jumlah pengangguran. Meningkatnya 
jumlah pengangguran ini akan menyebabkan masalah dalam bidang perekonomian dan 
ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan mempengaruhi perkembangan daerah. 
Maka untuk menangani masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 
mempunyai Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya menangani masalah dalam bidang 
ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal. 
B. Proses Perumusan Dalam Menentukan Upah Minimum Kabupaten Mandailing 
Natal 
Untuk memperjelas Proses Perumusan dalam Menentukan Upah Minimun 
Mandailing Natal, Peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Muhammad 
Parluhutan ST, yang bekerja sebagai Sekretaris di Dinas Tenaga Kerja Mandailing 
Natal.
2
 beliau mengatakan bahwa dalam Proses Menentukan Upah minimum di 
Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten 
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004 
Tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan adalah lembaga non structural 
yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan terdiri dari : pertama, Dewan 
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Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas; kedua, Dewan 
Pengupahan Provinsi yang disebut  Depeprov; ketiga, Dewan Pengupahan 
Kabupaten/Kota yang kemudian disebut Depekab/Depeko. Dewan Pengupahan 
seperti : Depenas dibentuk Presiden, Depeprov dibentuk oleh Gubernur, 
Depekab/Depeko dibentuk oleh Bupati/Walikota. 
a. Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten 
Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk untuk memelihara iklim usaha yang 
lebih kondusif atau menghindari konflik antara pengusaha dan pekerja/buruh, oleh 
karena itu ditentukanlah Upah Minimum agar menghindari konflik, dalam 
menentukan Upah Minimum Depekab mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan rapat antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat 
Buruh/Pekerja sehingga adanya Kesepakatan dalam menentukan Upah 
Minimum Kabupaten. 
b. Melaksanakan Survei Pasar atau Survei Kebutuhan Hidup Layak pada 
Pekerja/Buruh, yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Upah 
Minimum harus lebih besar dari survei pasar. 
c. Melaksanakan rapat dalam rangka Pengusulan Upah Minimum 
Kabupaten, dan Penerapan system pengupahan di tingkat Kabupaten. 
d. Menyiapkan bahan Perumusan menentukan Upah Minimum Kabupaten 





Berdasarkan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten sebagai saran dan 
Pertimbangan kepada Bupati tentang Nilai Upah Minimum maka Dewan 
Pemerintahan Kabupaten memiliki tata kerja yang harus dilakukan sebagai berikut: 
1) Pembahasan Rumusan dan Pertimbangan di Dewan Pengupahan 
Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 
a. Unsur Pemerintahan dan unsure Serikat Pekerja/Buruh, dan unsure 
Pengusaha menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan 
Pengupahan Kabupaten. 
b. Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Dewan 
Pengupahan Kabupaten, kemudian disampaikan kepada Pemerintah 
dalam bentuk pikiran yang disebut sebagai, saran dan pertimbangan 
dalam rangka perumusan menentukan upah. 
Setelah dilaksanakannya rapat antara Pemerintah, Pengusaha, Serikat 
Pekerja, bahwa sudah ada kesepakatan melalui rapat tersebut, maka Kesepakatan 
tersebut di tandatangani oleh Bupati. 
2. Perhitungan Besaran Upah Minimum Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 Tahun 2015 
Dalam Menentukan Upah Minimum Kabupaten Mandailing  2018 dapat di 






Inflasi Nasional Tahun 2017 : 3,72% 
Pertumbuhan Ekonomi ( PDB) 2017 : 4,99% 
Jumlah : 8,71% 
 
Formula Perhitungan Upah Minimum 
Umn = [ Umt + ( Inflasi + %        ] 
Keterangan: 
UMn : Upah Minimum yang ditetapkan 
UMt : Upah Minimum Tahun berjalan 
Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode sampai tahun berjalan 
  PDBt : Pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan 
Dengan Perhitungan Sebagai Berikut: 
UMt : Rp.2.112.250,00 
Inflasi : 3,72% 
  PDBt : 4,99% 
UMn = UMt + [ Umt + ( Inflasi + %        ] 
 = Rp. 2.112.250,00 + [ Rp. 2.112.250,00                ] 
 = Rp. 2.112.250,00 + [ Rp. 2.112.250,00   8,71%] 
 = Rp. 2.112.250,00 + Rp. 183.977 





Jadi, Sesuai dengan Rumus diatas, maka Upah Minimum Kabupaten 
Mandailing Natal Tahun 2018 yaitu Rp. 2.296.227,00.
3
 Bahwa dari Perumusan 
Menentukan Upah Minimum Mandailing Natal sudah Rasional. Setelah ditentukan 
Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal yang sesuai dengan kesepakatan 
antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh dan Anggota Dewan Pengupahan 
tentang usulan besaran Upah Minimum Kabupaten kemudian Upah Minimum yang 
sudah disepakati tersebut diajukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara 
melalui Rekomendasi Bupati Mandailing Natal.  
C. Rasionalitas Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal 
Dalam  Proses Menentukan Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal, 
Dewan Pengupahan Kabupaten melaksanakan Survei pasar atau Survei Kebutuhan 
Hidup Layak.  Dilihat dari Survei Pasar Kebutuhan Hidup Layak para Pekerja/Buruh 
memang tidak Rasional, karena Pekerja/Buruh menginginkan upah yang tinggi dan 
Kebutuhan Hidup Layak Pekerja/Buruh  berbeda-beda. 
Pekerja/Buruh ingin Upah yang sudah ditentukan tersebut di naikkan, namun 
Dewan Pengupahan Kabupaten tidak bisa menaikkan Upah yang sudah ditentukan 
karena tidak sanggup membayar sesuai dengan yang diinginkan Pekerja/Buruh. 
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 Sumber Data: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/2017 dalam  





Peneliti mewawancarai Pengusaha SPBU yaitu Ibu Riadoh bahwa dalam 
menentukan Upah Minimum memang ada pelaksanaan rapat menentukan Upah 
Minimum sehingga adanya kesepakatan penentuan Upah tersebut.
4
 
Selanjutnya, Peneliti mewawancarai Pakar Upah Minimum Kabupaten 
Mandailing Natal Bapak Rustam Efendi S.H, bahwa beliau berkata memang adanya 




Terkait dengan Rasionalitas dalam Menentukan Upah Minimum di Kabupaten 
Mandailing Natal, peneliti mewawancarai 4 (empat) orang yang menjadi sampel 
penelitian dalam penelitian ini. 
Peneliti Mewawancarai Bapak Musthafa Hasibuan sebagai Pekerja di SPBU 
yang berada di desa Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. 
Beliau bekerja di Perusahaan tersebut sudah hampir 2 Tahun. Pada saat awal kerja 
Beliau menerima upah senilai Rp. 850.000,00, karena masih dikatakan Magang selama 
3 bulan, setelah melewati masa magang beliau menerima Upah Rp. 1.000.000,-. Dan 
beliau menerima Upah tersebut selama 1 Tahun, setelah itu, beliau mengatakan bahwa 
upah yang beliau terima sekarangsetiap bulannya senilai Rp. 1.200.000,00. Menurut 
upah yang beliau terima belum sesuai dengan upah minimum yang ditentukan oleh 
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Dewan Pengupahan Kabupaten Mandailing Natal, namun untuk Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) beliau sudah rasional karena beliau masih lajang atau belum menikah.
6
 
Dari Penjelasan beliau bahwa Pengusaha belum menerapkan upah sesuai 
dengan Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal yang sudah di tentukan, sehingga 
upah pada Perusahaan tersebut belum Rasional. 
Selanjutnya, Peneliti Mewawancarai Bapak Ahmad Faisal sebagai Pekerja 
Petugas Kebersihan, Bapak tersebut bekerja sebagai petugas kebersihan sudah 6 bulan, 
dan upah yang diterima bapak tersebut senilai Rp.1.050.000,-. Dengan Upah yang 
diterima oleh Bapak tersebut sudah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak, dan  




Dari hasil wawancara Bapak Faisal yang bekerja sebagai Petugas Kebersihan, 
upah yang diterima belum rasional, karena upah tersebut sudah memenuhi Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL), karena banyak keperluan ataupun kebutuhan yang belum 
terpenuhi. 
Selanjutnya, Peneliti Mewawancarai Bapak Adanan Batubara yang bekerja di 
Kilang Padi desa Bonan dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Beliau 
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mengatakan bahwa beliau bekerja sudah hampir 1 Tahun, dan beliau menerima upah 
sebanyak Rp. 1.500.000.00,- per bulannya.
8
 
Dari penjelasan beliau bahwa Upah yang diterima Bapak tersebut belum sesuai 
dengan Upah Minimum yang ditentukan, dan Pengusaha belum menerapkan Upah 
Minimum yang Rasional terhadap pekerja, dan upah yang beliau terima sudah 
mencukupi kebutuhannya karena beliau belum berkeluarga atau belum menikah. 
Selanjutnya, Peneliti mewawancarai Ibu Riska Nasution yang bekerja di 
Perusahaan Mini Market di Simangambat, Kcamatan Siabu, Kabupaten Mandailing 
Natal. Beliau bekerja din Perusahaan tersebut sudah 4 (empat) bulan, beliau 
mengatakan bahwa upah yang diterima setiap bulannya Rp. 1.350.000.00,-.
9
 
Dari Wawancara dengan Ibu Riska Nasution, beliau belum mendapatkan Upah 
yang Rasional, dan belum mendapatkan upah yang sudah ditentukan oleh Kabupaten 
Mandailing Natal. 
Informasi yang diterima darike 4 (empat) Narasumber yang di wawancarai oleh 
Peneliti, bahwa Peneliti menyimpulkan Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal 
yang sudah ditentukan belum di laksanakan sepenuhnya, masih banyak pengusaha 
yang  memberikan upah di bawah upah minimum yang sudah di tentukan oleh Dewan 
Pengupahan Kabupaten Mandailing Natal, namun Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 
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sudah rasional karena masyarakat Mandailing Natal umumnya mata pencariannya 
bertani, sehingga kebutuhan hidup masyarakat tersebut sudah mencukupi. 
Selanjutnya, dalam standar Kebutuhan Hidup Layak dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tersebut sudah rasional bagi Pekerja/buruh di 
Mandailing Natal karena kebutuhan pekerja tersebut sederhana, adapun Komponen 
Kebutuhan Hidup Layak Pekerja  Mandailing Natal yaitu: 
No Komponen Kebutuhan Jumlah Kebutuhan 
1 Makanan dan minuman Untuk makan, pekerja membutuhkan beras 
dalam 1 hari 3 kali makan, dalam 1 kali 
makan pekerja membutuhkan 1 mug beras, 
dalam 3 kali makan di kali 1 mug yaitu 3 
mug 1 hari, apabila sebulan maka 3 mug x 
30 hari = 30 mug per bulan, selanjutnya lauk 
dan sayur yaitu ikan, telor dan ayam, untuk 
sayur pekerja mempunyai tanaman sayur, 
karena pekerja selain bekerja di perusahaan 
pekerja juga bertani, dan untuk minum yaitu 
aqua galon 1 galon seminggu di kali 4 
minggu yaitu 4 galon dalam 1 bulan. 
2 Sandang Untuk pakaian pekerja membutuhkan baju 
kerja, pakaian dalam, pakaian  sehari-hari, 
sepatu, kaos kaki, ikat pinggang,dll 
3 Pelengkap Untuk pelengkap ini hanya membutuhkan 





ini digunakan untuk bepergian atau yang 
lain. 
 
D. Upah Minimum Dalam Islam 
Upah Minimum Dalam Islam di bidang ekonomi adalah “Maslahah dan adl”, 
Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, action (termasuk 
kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang 
mengarah perwujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu perlindungan agama, jiwa, 
akal, harta dan keturunan. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan 
Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu jangan 
mengganggu apa yang dimiliki orang lain. Sementara adl artinya tidak boleh 
membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya, individu yang satu dengan 
individu lainnya, masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. 
Adapun Firman Allah SWT yang merupakan adl  yaitu dalam surah al-kahfi 
ayat 30: 
                      
Artinya: ”Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak        
akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) 
dengan yang baik.” 
Pada ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah 





dengan cara menyianyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah 
yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri islam.
10
 
Selain surah diatas, Upah minimum dalam islam dapat di jelaskan pada Surah 
An-Nahl ayat 97, yaitu: 
                           
             
Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun                    
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri 
Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.” 
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam 
menerima upah/balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi 
upah dalam islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik 
dalam ayat ini, adalah balasan Allah langsung di Dunia (Kehidupan yang baik/rezeki 
yang halal) dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala). 
Standar Kebutuhan Hidup Layak dalam Hukum Islam, peneliti melihat bahwa 
penggunaan konsumsi pada seorang pekerja di Mandailing Natal hanya menggunakan 
Dharuriyat dan Hijayat saja, sedangkan Tahsiniyat  jarang digunakan karena Tahsiniyat  
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hanya pelengkap, hanya digunakan apabila ada perlunya saja, dan tidak mengakibatkan 
pemborosan. Jadi, Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal  yang sudah ditentukan 
sudah rasional dalam hukum Islam. 
Adapun tabel wawancara yang dilakukan peneliti dengan pekerja/buruh yang 










Berapakah upah yang 





Upah yang diterima 
perbulan sebanyak Rp. 
1.050.000,- 
2 
Apakah upah yang 
bapak terima tersebut 
sudah memenuhi 







masih banyak lagi 
Upah yang diterima 
belum sesuai dengan 
kebutuhab hidup layak, 









minuman, dan pakaian 
saja. 
3 
Apakah ada upah 
tambahan selain dari 
upah yang sudah 
ditetapkan? 
Upah tambahan 
selain dari upah 
yang ditentukan 
memang ada, tapi 
itu hanya sedikit 
tambahannya. 
Upah yang diterima 
selain dari upah yang 
ditetapkan tidak ada. 
4 
Apakah ada jaminan 
keselamatan untuk 







pekerja tidak ada. 
5 
Berapakah seharusnya 
biaya kebutuhan hidup 







banyak nya biaya 
pengeluaran, yaitu 
Biaya kebutuhan hidup 
layak seharusnya Rp. 
2000.000,- perbulan 
karena biaya pengeluaran 










minuman, dan lain-lain 
 Dalam hasil wawancara awal dengan seorang pekerja belum menerima 
upah yang sesuai dengan upah yang ditetapkan, dan belum memenuhi 
kebutuhan Hidup Layak, karena dari kebutuhan seorang pekerja tersebut 
memiliki kebutuhan berupa makanan, minuman, pakaian, uang sekolah, dan 
lain-lain. 
Dalam hal ini upah yang diterima oleh pekerja belum rasionalitas 
karena seorang pekerja di SPBU menerima upah Rp.1.400.000,- per bulan, 
kemudian kebutuhan hidup layak yang dibutuhkan oleh seorang pekerja di 
SPBU tersebut Rp.2.000.000,- karena kebutuhan hidup layak tersebut termasuk 
makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, sedangkan pekerja kebersihan 
menerima upah Rp.1.355.000,- per bulan, kemudian kebutuhan hidup layak 
seorang Pekerja kebersihan Rp. 2000.000,- karena kebutuhan hidup layak 
tersebut termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, uang sekolah, dan lain-
lain. 
Jadi dalam upah minimum yang dilaksanakan di Mandailing Natal belum 





dengan upah minimum yang ditentukan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 














Dari hasil penelitiandapat disimpulkanbahwa: 
1. Proses dalam menentukan Upah Minimum di Kabupaten Mandailing Natal 
sudah melakukan proses perumusan denganbaik, adapun proses perumusan 
dalam menentukan upah minimum di Kabupaten Mandailing Natal yaitu, 
membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten, dan melaksanakan rapat dengan 
Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja, sehingga adanya kesepakatan 
dalam rapat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, Pengusaha belum bisa 
memberikan upah yang sudah di tentukan terhadap Pekerja. 
2. Rasionalitas dalam menentukan Upah Minimum di Kabupaten Mandailing 
Natal bahwa setelah peneliti mewawancarai Kadis, Pekerja, Pakar, Perusahaan, 
memang ada pelaksanaan rapat menentukan Upah Minimum di Kabupaten 
Mandailing Natal,  sehingga adanya kesepakatan penentuan upah minimum. 
3. Upah Minimum dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari ayat yang 
menyatakan bahwa dalam bekerja harus ada upah sehingga kebutuhan hidup 






Perlu adanya pengawasan terhadap pengusaha dalam memberikan upah 
terhadap pekerja, agar tidak ada lagi pekerja yang kurang puas dalam kebutuhan 
hidupnya, dan adanya penegasan-penegasan terhadap pengusaha yang memberikan 
upah pekerja dibawah upah minimum yang sudahditentukan. 
Serikat Pekerja harus lebih memperbaiki dan membangun kekuatan dan 
meningkatkan nilai tawar , dalam menyampaikan aspirasi buruh/pekerja, agar bisa 
memberi tekanan dan pengaruh dalam perumusan dan menentukan besaran nilai 
UMK pada tahun-tahun berikutnya agar benar-benar terwujud jaringan pengaman 
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